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 Pada hakikatnya suatu pernikahan dapat putus karena beberapa alasan 
seperti putus perkawinan karena perceraian.Tentang alasan perceraian disebutkan 
beberapa alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan juga dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 116 tentang alasan perceraian. Tidak semua alasan disebutkan 
secara rinci yang termuat dalam UU Perkawinan 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 
Tahun 1975 Namun dalam realita kehidupan masyarakat alasan perceraian bisa 
saja timbul karena alasan lain yang tidak disebutkan baik dalam UU Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo Pasal 19  PP No. 19 Tahun 1975 dan juga 
kompilasi hukum Islam seperti alasan perceraian karena: 1. Faktor ekonomi, 2. 
Tidak ada lagi kecocokan, 3. Mertua selalu ikut campur urusan rumah tangga 
yang banyak dijumpai dikehidupan masyarakat. Dari sedikit ulasan diatas dapat 
ditarik suatu permasalahan yang ingin penulis kaji, yaitu: 1. Bagaimana penerapan 
putusan terhadap perceraian dengan alasan di luar ketentuan UU Perkawinan No 1 
Tahun 1974 Pasal 39 jo No.9 Tahun 1975 PP Pasal 19. ?, 2. Bagaimana relevansi 
peraturan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 
tentang alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian dalam kehidupan 
masyarakat masa kini?. Tujuan penelitian ini adalah 1. ingin mengetahui sejelas 
mungkin tentang tentang penerapan putusan perceraian diluar alasan-alasan 
perceraian yang tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19,  2. Ingin 
mengetahui tentang relevansi alasan-alasan perceraian dalam PP No. 19 Tahun 
1975 Pasal 19. Penelitian ini bersifat deskriftif  analisis yaitu metode yang 
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang 
diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Sedangkan jenis 
penelitian yaitu library research dimana peneliti mengumpulkan data melalui 
informasi yang bersumber dari buku-buku, selanjutnya menganalisis data. Metode 
penelitian yang digunakan ialah penelitian Hukum Normatif dan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Dengan sumber data yang  diperoleh melalui data, primer 
dan data skunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari  UU Perkawinan 
No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19  PP No.9 Tahun 1975. Adapun data sekunder adalah 
data yang bersumber dari Koran, karya ilmiah, buku, serta sumber pustaka lainnya 
sumber pustaka,  jurnal dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa: 1. penerapan putusan terhadap alasan perceraian di luar ketentuan UU 
Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 
perceraian dapat diputus melalui putusan Pengadilan Agama walaupun alasan 
tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 39 jo Pasal 19 PP No.19 Tahun 
1975 tetapi masih erat kaitannya dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 
tersebut dan majelis Hakim dapat memutus perkara tersebut dengan berpegang 
pada Pasal 5 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman. 2. relevansi peraturan UU 
Perkawinan No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang alasan-
alasan yang dapat menyebabkan perceraian dalam kehidupan masyarakat masa 
kini sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat karena alasan-alasan yang 
tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 hanya sebagai jembatan saja 
maka majelis Hakim dapat mempertimbangkan sehingga gugatan dapat diterima 








َِوَِجلََِىلهللاَِعَليِهَِوَِسلََّمَِقاَلِاَبْ َغُضَِاْلَْالَِِلِاِِهللاَِعِنِالنَِّبَِِّصلیُِعَمرِاِْبنَِِِعنِِ عزَّ  
اَِْلَطاَلِقِ)رواەابوداود(ِ  
“Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulallah  SAW bersabda suatu perbuatan halal 
yang amat dibenci allah azza wa zalla adalah thalak (perceraian)”.  
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A. Penegasan Judul 
Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut dan menguraikan tentang isi 
skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang 
terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum 
Islam Terhadap Alasan Perceraian di luar Undang-Undang Perkawinan 
Tahun 1974 Pasal 39 Juneto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 
19” 
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, 
pembuatan dsb untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-
musabab, duduk perkaranya, menguraikan suatu pokok atas berbagai 
bagiannya dan perlahan bagiannya dan perlahan bagian itu sendiri serta 
hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 
pemahaman arti keseluruhan; penyelidikan kimia dengan menguraikan 
sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; penjabaran sesudah dikaji 
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Hukum Islam yaitu suatu yang diisyaratkan oleh Allah S.W.T, dengan 
tujuan merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik 
itu individu maupun masyarakat.
2
 
Undang-Undang perkawinan adalah suatu peraturan-peraturan yang 
dibuat sesuai dengan falsafah pancasila serta cita-cita untuk pembinaan 




Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Jo Peraturan Pemerintah No 9 
Tahun 1975 Pasal 19 yaitu peraturan pemerintah yang berisikan tentang 
beberapa alasan diperbolehkan melakukan perceraian:  
1. salah satu diantara keduanya berbuat zina, : 
2. pemabuk, penjudi dan lain sebagainya,  
3. salah satunya meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa 
sepengetahuan salah satu diantaranya,  
4. salah satu diantara keduanya terkena hukuman pidana minimal 5 
tahun atau lebih,  
5. satu diantara keduanya mendapatkan cacat badan, suami melanggar 
talik talak, salah satu diantara keduanya mendapatkan kekerasan 
fisik dan selalu bertengkar dan tidak ada lagi kecocokan, atau  
                                                             
2
Husin, Said Agil, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani,; 2004). 
h.21. 
3
Azhari, Akmal Tarigan, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI(Jakarta: Kencana, 2004), h.26. 
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6. salah satu diantaranya murtad.4 
Dari uraian yang dimaksud dari judul ini adalah suatu penyelidikan 
atau penelitian ilmiah yang lebih mendalam mengenai relevansi terhadap 
alasan-alasan perceraian yang disebutkan pada UU Perkawinan No 1 
Tahun 1974 Pasal 39 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang beberapa 
alasan diperbolehkannya melakukan perceraian namun terkadang 
Perceraian dapat disebabkan dengan alasan-alasan diluar dari ketentuan 
atau  yang telah disebutkan dalam PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 maka 
diperlukan pengkajian lebih lanjut apakah pecrceraian diluar dari 
ketentuan yang telah disebutkan pada PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19  tidak 
diperkenankan dilakuakan ataukah perlu adanya suatu pembaharuan 
terhadap beberapa alasan diperbolehkannya melakukan perceraian 
berdasarkan yang telah tertuang dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 
Jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. 
B. Alasan Memilih Judul   
1. Alasan Objektif 
Adalah mengkaji secara lebih mendalam dengan cara melakukan 
penelitian secara ilmiah mengenai gugatan perceraian dengan alasan yang 
tidak tertuang dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974  Jo PP Nomor 9 
Tahun 1975 Pasal 19 seperti perceraian dengan alasan karena rendahnya 
faktor ekonomi. Dan menguji apakah alasan-alasan yang disebutkan dalam 
                                                             
4
Ahmad Rhofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta, rajawali pers, 2015), h.217. 
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UU perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 
Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam masih relevan digunakan dalam 
kehidupan masyarakat. 
2. Alasan Subyektif 
Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji 
judul tersebut karna dilingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung 
belum ada yang membahas permasalahan tersebut. 
 
C. Latar Belakang 
Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, 
pada hakikatnya manusia selalu memerlukan bantuan antara satu dengan 
lainnya, dalam kehidupan sosial manusia cendrung ingin meneruskan 
keturunannya, Islam telah menganjurkan setiap mukmin untuk menikah 
sebagaimana firman Allah SWT .QS. An-Nisaa’[4]: 1 
 
َها َزْوَجَها َو َبثَّ ِمنْ هُ  ََما ياَي َُّها النَّاُس ات َُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مْن ن َّْفٍس وَّاِحَدٍة وَّ َخَلَق ِمن ْ
رًا وَّ ِنَساًء، َو ات َُّقوا اهلَل الَِّذْي َتَسآءَ  لُْوَن بِه َو ْااَلْرَحاَم، ِانَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبً رَِجاالً َكثِي ْ  
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah 
menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 
(Q.S. An-Nisaa’ [4] :1). 
5 
 
Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata 
semata, melainkan ikatan suci (misaqan galiza). Namun sering kali apa 
yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus 
putus di tengah jalan, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan 
atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya kontrak.
5
 
Konsekuensinya yakni dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan 
talak.Perceraian hanya dikatakan sah setelah adanya Menurut istilah, 
seperti yang dituliskan Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (hall al-




Suatu perkawinan dapat diputus dan berakhir karena berbagai hal, 
antara lain karena beberapa hal yakni terjadinya talak yang dijatuhkan oleh 
suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara 
keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang menyebabkan tidak ada lagi 
kerhamonisan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan pihak 
suamimaupun isteri menjadi tidak betah lagi untuk membina rumah tangga 
bersama dan memutuskan untuk berpisah.
7
 
Perceraian juga disebut dengan Talak, adapun pengertian talak yaitu 
hilangnya suatu ikatan perkawinan sehingga suami tidak dapat lagi 
menggauli istrinya dan istri tidak lagi halal untuk suaminya ini terjadi pada 
                                                             
5
 Ahmad Kuzri, Perkawinan Sebagai Sebuah Ikatan, (Jakarta: rajawali pers, 1995) h.206. 
6
 Abdurrahman Al-jaziri, Kitab Al-fiqh’ala Mazahib Al-arba’ah, Juz IV, (Kairo: Dar Al-
pikr),  h. 278. 
7
 H.MA. Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) H.229. 
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talak ba’in. Talak ba’in ini terbagi menjadi dua talak ba’in sughra dan 
talak ba’in kubra. Talak ba’in sughra adalah talak yang menghilangkan 
hak-hak  rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah 
baru kepada bekas istrinya.
8
 Sedangkan talak ba’in kubra adalah talak 
yang menghilangkan hak-hak  rujuk dari bekas suaminya, walaupun kedua 
bekas suami istri tersebut ingin melakukannya, baik diwaktu iddah 
ataupun sesudahnya, sedangkan definisi dalam talak raj’i adalah 
mengurangi ikatan perkawinan atau dengan kata lain berkurangnya hak 
talak yang dimiliki suami dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya. pada 
talak raj’i suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya 
sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs Al-Thalaq [65] Ayat 1 : 
َة َوات َُّقوا  ِِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ اللََّه رَبَُّكْم يَا أَي َُّها النَِّبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ
َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه  بَ ي ِّ اَل ُُتْرُِجوُهنَّ ِمن بُ ُيوِِتِنَّ َواَل ََيُْرْجَن ِإالَّ َأن يَأِْتنَي ِبَفاِحَشٍة مُّ
 َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه اَل َتْدرِي َلَعلَّ اللََّه ُُيِْدُث بَ ْعَد َذِلَك أَْمرًا
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 
(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada 
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka 
dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang.Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah 
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.Kamu tidak mengetahui barangkali 
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Q.S. Al-Thalaq 
[65]:1) 
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Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan thalak. Menurut 
pendapat yang paling shahih (Mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak 
itu hukumnya makruh, kecuali darurat, berdasarkansabda Rasulullah 
SAW; 
عزَّ َو َجلَ َىلهلل َعَليِه َو َسلََّم َقاَل اَبْ َغُض َاْلَْالَ ِل اِ هلل َعِن النَِّبِّ َصلی ُعََمر اِْبنِ  َعنِ   
اَ ْلَطاَلِق )رواەابوداود(   
Perbuatan halal yang peling dibenci allah azza wajalla adalah talak 
(HR Abu Daud dan Al-Hakim: (2178).
9
 
Hadits tersebut menunjukan bahwa talak atau perceraian, merupakan 
alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala 
bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan 
dan kesinambungannya.
10
 Jumhur ( Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali) 
menyebutkan, sesungguhnya thalak adalah perkara yang boleh, dan 
selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat 
kecuali karena ada sebab. Yang dimaksud dengan perkara yang halal yaitu 
perkara yang bukan perbuatan yang lazim, dan mencakup perkara perkara 
mubah sunah wajib makruh. Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebenarnya putusnya 
perkawinan merupakan hal wajar saja, dengan kata lain perceraian harus 
melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk 
menggugat dan mengajukan permohonan cerai gugat ke pengadilan. 
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Menurut hukum harus ada alasan-alasan yang cukup, sehingga gugatan 
cerai bisa dikabulkan Pengadilan. 
Dalam kitab-kitab fiqh, ada empat kemungkinan yang dapat memicu 
perceraian yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yaitu: 
1. Apabila terjadinya nusyuz yang dilakukan istri 
2. Nusyuz istri terhadap suami 
3. Terjadinya syiqaq 
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah), yang 
menimbulkan saling tuduh-menuduh diantara keduanya.
11
 
Dalam Hukum Positif terdapat beberapa alasan sebab putusnya 
perkawinan dengan perceraian seperti yang disebutkan dalam UU 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 
Pasal 19 tentang perkawinan  dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam 
dalam Pasal 116  serta diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan 
hal-hal tekhnis lainnya dalam peraturan Menteri Agama (Permenag) 
Nomor 3 Tahun 1975.disebutkan putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi 
antara lain sebagai berikut: 
a. Salah satu diantara keduanya berbuat zina,  
b. Pemabuk, penjudi dan lain sebagainya,  
c. Salah satunya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut 
tanpa sepengetahuan salah satu diantaranya,  
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d. Salah satu diantara keduanya terkena hukuman pidana minimal 
5 tahun atau lebih, 
e. Satu diantara keduanya mendapatkan cacat badan, suami 
melanggar talik talak, salah satu diantara keduanya 
mendapatkan kekerasan fisik dan selalu bertengkar dan tidak 
ada lagi kecocokan, atau  
f. Salah satu diantaranya murtad.12 
Dalam beberapa kenyataannya kehidupan masyarakat selain beberaapa 
alasan disebutkan di atas perceraian juga kadang dapat terjadi dengan 
alasan-alasan lain seperti faktor ekonomi, kurang tercukupinya nafkah 
yang diberikan dan lainnya. Faktor ekonomi juga bisa menjadi dasar 
alasan salah satu diantara kedua belah pihak untuk mengajukan gugat 
cerai.Sedangkan alasan perceraian karena rendahnya faktor ekonomi atau 
alasan-alasan lain tidak tertuang kedalam UU perkawinan No.1 Tahun 
1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 di Indonesia dan 
Kompilasi Hukum Islam. Dari permasalahan diatas maka penulis 
mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan 
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D. Fokus penelitian 
Dari latar belakang permasalahan tersebuut maka penelitian ini lebih 
memfokuskan kepada isi dari UU Perkawinan Pasal 39 Jo PP  Tahun 1975 
Pasal 19 tentang beberapa alasan diperbolehkan melakukan gugatan 
perceraian dan juga mnganalisis apakah isi dalam pasal tersebut butuh 
pembaharuan,  penambahan atau penyesuaian di era kehidupan masyarakat 
masa kini yang penuh dengan problematika yang bermacam-macam dan 
juga apakah sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan hukum positif 
yang berlaku di Indonesia dan apakah diperbolehkan melakukan 
perceraian diluar ketentuan UU Perkawinan Pasal 39 Jo PP Nomor 9 
Tahun 1975 Pasal 19 maka, penelitian akan memfokuskan penelitian pada 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian di Luar PP Nomor 9 
Tahun 1975 Pasal 19” 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalah yang telah dipaparkan 
diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahannya yang akan 
menjadi kajian selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan batasan masalah, 
maka penulis merumuskan masalah yaitu : 
1. Bagaimana Penerapan Putusan Terhadap Perceraian Dengan 
Alasan Diluar Ketentuan UU Perkawinan Pasal 39 Jo PP Nomor 9 
Tahun 1975 Pasal 19 ? 
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2. Bagaimana relevansi UU Perkawinan Pasal 39 Jo PP No. 9 Tahun 
1975 Pasal 19 Tentang Alasan-Alasan Yang Dapat Menyebabkan 
Perceraian dalam kehidupan masyarakat masa kini? 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukan 
hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan 
dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian.
13
 penulisan skripsi ini 
bertujuan menganalisa dan mengkaji secara lebih mendalam terhadap isi  
PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang beberapa alasan-alasan 
mengajukan gugat cerai, namun tidak tercantum dalam pasal tersebut yang 
dapat menyebabkan putusnya  perkawinan di tinjau berdasarkan Hukum 
Islam. Selain beberapa tujuan diatas penulis juga ingin memberikan 
pemahaman kepada setiap pembaca dan khususnya masyarakat luas agar 
lebih memahami mengenai beberapa alasan sebab putusnya perkawinan. 
G. Signifikasi penelitian  
kegunaan dari penulisan skripsi yang ingin penulis sampaikan yaitu 
memberikan informasi kepada pengkaji ilmu hukum serta memberikan  
pemahaman kepada setiap pembaca dan khususnya masyarakat luas agar 
lebih memahami mengenai beberapa alasan atau sebab-sebab putusnya 
perkawinan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif. 
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H. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah cara untuk memahami sesuatu dengan 
melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul 
sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali 
sehingga diperoleh pemecahannya.
14
 Atau secara singkat yang dimaksud 
metode penelitian adalah cara atau jalan yang dilewati untuk meneliti atau 
mencari sutu jawaban atas suatu permaslahan atau gejala sosial yang ada 
sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara mendalam.
15
 Dalam 
melakukan penelitian skripsi ini maka penulis menggunakan beberapa cara 
atau metode-metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan 
berupa pendekatan normatif sehingga data yang diperoleh berupa 
deskriftif  analisis sedangkan jenis penelitian ini menggunakan 
literatur merupakan library research yaitu penelitian yang 
menggunakan buku-buku, koran, majalah, karya ilmiah, e-journal 
atau e-book dan lain-lain sebagai sumber data pokoknya  untuk 
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2. Sumber data Penelitian  
Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 
sumber  data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap 
sumber data tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Sumber data primer 
Data primer adalah data pokok yang berkaitan dengan 
data penelitian yang didapatkan dari UU Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 
1975 Pasal 19, dan dengan data-data pendukung lainnya 
seperti Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, buku-buku 
serta literatur lainnya yang dijadikan acuan dalam 
mengkaji suatu titik permasalahan yang menjadi fokus 
pembahasan skripsi ini. 
b.  Sumber data sekunder  
Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi 
bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu 
analisa penelitian.Dimana dalam penelitian ini yang 
menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, 
jurnal, dan referensi lain yang bersangkutan dengan 
penelitian ini. 
3. Tekhnik pengumpulan data 
Karena penelitian ini merupakan penelitian Library Research dan 
metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, maka teknik 
14 
 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengumpulan data literer yaitu mengumpulkan bahan-bahan 
pustaka yang berkesinambungan dengan objek pembahasan yang 
diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan 
diolah dengan cara: 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapan, kejelasannya yang kemudian 
dihimpun dan disempurankan sehingga penelitian ilmiah ini 
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
b. Organizing yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan 
kerangka yang sudah ditentukan. 
c. Penemuan hasil penelitian yaitu meangaalisis yang 
berkelanjutan terhadap hasil penusunan data dengan 
menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori yang telah 
ditentukan sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan 
jawaban dari rumusan permasalahan.
17
 
4. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis isi (content Analisis) analisis 
isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-
kesimpulan yang dapat ditiru dengan data yang valid, dengan 
memperhatikan konteksnya. Metode ini dimaksudkan untuk 
menganalisis seluruh pembahasan mengenai apa saja alasan-alasan 
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diperbolehkannya melakukan perceraian berdasarkan perfektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif yang tertuang dalam UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 
1975 Pasal 19 secara lebih mendalam dan mencari jawaban atas 
suatu permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ilmiah 
ini.  
  Penulis memulainya dari tahapan merumuskan masalah, 
memberikan tujuan dan manfaat dari hasil penelitian ini, 
menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan metode 
analisis data, kemudian sampai diperoleh kesimpulan dan jawaban 







A. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Perceraian menurut Hukum Islam  
 Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Quran tidak hanya 
aturan dalam beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, 
Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya 
bersosialisasi. Bahkan, Al Quran juga mengatur adab dan aturan dalam 
berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak 
terselesaikan dalam rumah tangga tersebut. Dalam fiqih Islam, perceraian 
atau thalak berarti ”Bercerai lawan dari berkumpul ” Kemudian kata ini 
dijadikan Istilah oleh ahli Antar fiqh yang berarti pereraian suami istri. 
Sedangkan para ulama memberikan definisi perceraian yaitu sebagai 
berikut: 
a. Sayid sabiq 




b. Abdur rahman al-jaziri 
Menurut abdurahman al-jaziri thalaq yaitu lepasnya suatu ikatan 
perkawinan dalam hal ini yaitu hilangnya ikatan atau adanya suatu 
batasan susuatu yang dihalalkan dan tidak sah lagi melakukan 
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 Allah memang mengizinkan melakukan perceraian apabila tidak 
ada jalan kluar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga 
akan tetapi allah membenci perbuatan tersebut sesuai dengan firman 
Allah S.W.T dalam dijelaskan dalam surat Al-Baqarah [2]: 227 
disebutkan: 
يٌع َعِليم ۡ  َوِإن َق فَِإنَّ ٱللََّو َسَِ   ۡ  َعَزُمواْ ٱلطَّلََٰ
Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah [2] : 
227) 
 
Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah 
ayat 228 hingga ayat 232. Aturan-aturan mengenai hukum talak, masa 
iddah bagi istri, hingga aturan bagi wanita yang sedang dalam masa 
iddahnya Dijelaskan dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah 227-232, serta 
dijelaskan pula dalam firman Allah ; 
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ِِتِنَّ َوَأحۡ  ُُتُ ٱلنَِّساۡ  أَي َُّها ٱلنَِّبُّ ِإَذا طَلَّقۡ  يََٰ   ةَ ۡ  ُصوْا ٱلۡ  َء َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَّ  ۡ  ِعدَّ
ۡ  َوٱت َُّقوْا ٱللََّو رَبَُّكم َأن  ۡ  َن ِإَلَّ ۡ  رُجۡ  بُ ُيوِِتِنَّ َوََل َيخ ۡ  رُِجوُىنَّ ِمنۡ  ََل ُتخ ۡ 
ِحَشةۡ  يَأ َنة ۡ  ِتنَي ِبفََٰ بَ ي ِّ ۡ  مُّ  ۡ  َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد ٱللَِّو فَ َقد ۡ  ُحُدوُد ٱللَّوِ  كَ ۡ  َوِتل ۡ 
ِلَك أَمۡ  ِدُث َبعۡ  رِي َلَعلَّ ٱللََّو ُيحۡ  ََل َتد ۥ َسوُ ۡ  ظََلَم َنف   اۡ  رۡ  َد ذََٰ
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah 
kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah 
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan 
barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya 
dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui 
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (At-
Thalaq [65] : 1) 
 
 Dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam ini sangat 
memperhatikan kemaslahatan pihak suami dan istri dan mencegah 
adanya kerugian di salah satu pihak,dengan memberi aturan yang sangat 
lengkap tentang hukum perceraian. 
2. Dasar Hukum Perceraian 
 Pada dasarnya Islam telah mempersempit pintu perceraian dalam 
hubungan ini hadits nabi riwayat Abu Dawud Dan Ibn Majjah 
mengajarkan: “hal yang halal, yang paling mudah mudah mendatangkan 
murkanya adalah thalak” al-qurtubi dalam kitab tafsir ayat-ayat hukum 
mengutip hadits nabi berasal dari ali bin abi thalib yang mengajarkan: 
“kawinlah kamu, tetapi jangan suka thalak, sebab talak itu 
19 
 
menggoncangkan “arsy”. Dari banyak hadits-hadits nabi mengenai thalak 
itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan thalak diadakan guna 
mengatasi hal-hal yang telah amat mendesak dan terpaksa. Dijelaskan 
dalam dalam hadits nabi : 
عزَّ َو َجَل َىلهللا َعَليِو َو َسلََّم َقاَل اَبْ َغُض َاْلَْالَ ِل اِ هللا َعِن النَِّبِّ َصلی ُعَمر اِْبنِ  َعنِ 
 اَ ْلَطاَلِق )رواەابوداود(
Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulallah  SAW bersabda suatu perbuatan 
halal yang amat dibenci allah azza wa zalla adalah thalak (perceraian)”. 




Serta dijelaskan pula dalam hadits lain : 
 
َعُث  َسرَايَاُه َفأَْدنَاُىْم ِمْنُو َمْنزِلًَة أَْعَظُمُهْم ِإنَّ إِبِْليَس َيَضُع َعْرَشُو َعَلى اْلَماِء ُُثَّ يَ ب ْ
يءُ  يُء َأَحُدُىْم فَ يَ ُقوُل فَ َعْلُت َكَذا وََكَذا فَ يَ ُقوُل َما َصنَ ْعَتَشْيًئا قَاَل ُُثَّ َيَِ َنًة َيَِ ِفت ْ
َنُو َوبَ نْيَ اْمرَأَتِِو قَاَل  فَ ُيْدنِيِو ِمْنُو َويَ ُقوُل نِْعَم َأَحُدُىْم فَ يَ ُقوُل َما تَ رَْكُتُو َحَّتَّ فَ رَّْقُت بَ ي ْ
 أَْنتَ 
Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian 
mengirim pasukannya (ke berbagai penjuru). Pihak yang terdekat 
kedudukannya dari Iblis adalah yang paling besar menimbulkan fitnah. 
Salah satu dari mereka datang (menghadap Iblis) dan menyatakan: Aku 
berbuat demikian dan demikian. Iblis menyatakan: engkau belum berbuat 
apa-apa. Kemudian datang satu lagi (melaporkan): Aku tidak tinggalkan 
ia (manusia) hingga aku pisahkan ia dengan istrinya. Kemudian Iblis 
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Dasar hukum talak Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam 
bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Berdasarkan 
akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian. Berikut ini 
akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam. 
a. Perceraian Wajib 
 jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai setelah 
adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan 
rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa 
berdamai Bahkan, Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan 
dan jika  Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain 
selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya serta pengadilan 
memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, 
maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.  
b. Perceraian Sunah 
 Perceraian bisa dijatuhi hukum sunah apabila suami tidak mampu 
lagi memenuhi kebutuhan istri tidak mampu menjaga martabatnya 
sebagai suami, dan tidak mampu untuk membimbing dan 
mengarahkan istrinya maka hukum melakukan perceraian bisa 
dihukumi sunah. 
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c. Perceraian Makruh 
 Perceraian dapat bernilai hukum makruh dapat disebabkan oleh 
beberapa hal misalnya seperti sudah tidak adanya keinginan suami 
dalam hal nafsu syahwat untuk berhubungan sebagai suami istri 
maka dapat dijatuhi hukum makruh 
d. Perceraian Mubah 
 Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai 
adalah mubah.Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki 
keinginan  nafsunya atau ketika istri belum datang haid atau telah 
putus haidnya. 
e. Perceraian Haram 
 Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram 
dalam Islam.Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya 
pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa 
suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. 
Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika 
bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya.Tidak hanya 
itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali. 
3. Sebab Putusnya Suatu Ikatan Perkawinan Dalam Islam 
 Dalam surat At-Thalaq ayat 1-7 juga dibahas aturan-aturan dalam 
berumah tangga, Di situ disebutkan tentang kewajiban suami terhadap 
istri hingga bagaimana aturan ketika seorang istri berada dalam masa 
iddah. Dari beberapa ayat yang telah dibahas, maka kita ketahui bahwa 
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dalam Islam perceraian itu tidak dilarang, namun harus mengikuti 
aturan-aturan tertentu. 
 Pada hakikatnya suatu perkawinan itu bertujuan membentuk 
keluarga yang utuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 
yang kemudian diikad dengan adanya lafadz tertentu dalam hal ini yaitu 
akad dalam pernikahan. Pernikahan dilakukan untuk waktu yang sangat 
lama sampai matinya salah seorang suami atau istri, inilah sebenarnya 
yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat 
hal-hal yang menghendaki adanya permasalahan yang terjadi selama 
membangun biduk rumah tangga dan tak jarang dalam kenyataan hidup 
yang sebenarnya suatu perkawinan itu dapat putus karena adanya 
perceraian, jika perceraian ini apabila dilanjutkan akan mendapat 
banyak kemudharatan maka dalam hal ini jalan terakhir yang 
dianjurkan dalam agama Islam yaitu melakukan perceraian sebagai 
jalan keluar yang terbaik. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti 
berakhirnya hubungan antara suami-istri sehingga terputuslah ikatan 
perkawinan tersebut. Dalam hal ini terdapat empat kemungkinan 
terputusnya suatu ikatan perkawinan: 
1. Putusnya perkawinan disebabkan atas kehendak allah swt yaitu 
putusnya perkawinan karena kematian salah satu diantara suami atau 
istri 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak dari suami dengan adanya 
ucapan tertentu yang diucapkan suami terhadap istrinya yang dapat 
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disebabkan karena alasa-alasan tertentu sehingga dapat memutus 
hak-hak yang dimiliki suami terhadap istrinya dalam hal ini disebut 
cerai talak 
3. Putusnya perkawinan atas kehendak dari istri yang didasari oleh 
alasan-alasan tertentu karena istri menghendaki putusnya ikatan 
perkawinan tersebut sedangkan sang suami tidak berkehendak untuk 
itu dan kemudian membayar uang ganti rugi dan diterima oleh suami 
sehingga istri mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama, 
dalam hal ini disebut dengan khulu. 
4. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan 
(hakim) setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang 




 Putusnya perkawinan menurut hukum Islam ini disebut dengan 
thalak yang memiliki beberapa definisi mengenai talak ini.Lepasnya 
ikatan perkawinan adalah pengakhirannya dengan kehendak suami, atau 
keputusan qadhi.Alfur’qah menurut bahasa memiliki makna al-iftiraaq 
(berpisah), jamaknya adalah furaq, sedangkan menurut istilah adalah 
terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan perkawinan di 
antara suami dan istri akibat salah satu dari beberapa sebab.Secara 
harfiah talak itu memiliki arti lepas dan bebas
7
. Sedangkan arti thalak 
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secara terminologis ulama memberikan beberapa definisi yang berbeda-
beda namum memiliki essensi yang sama yaitu sebagai berikut:  
 Al-mahalli dalam kitabnya syarh minhaj al-thalibin menjelaskan 
thalak Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz 
yang sejenis. 
 Mazhab Hanafi menurut mazhab berpendapat penjatuhan talak 
boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur’an seperti 
firmanNya, dalam surah At-Thalaq [65]:1 
                                   
                           
                                    
 
 
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 
wajar) [1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan 
keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia 
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui 
barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru 
(Q.S. At-Talaq [65] : 1) 
 
 
4. Macam-Macam Thalak 
 Kita telah sedikit mengetahui bahwa perceraian atau talak bisa 
dilakukan oleh suami, atau istri yang menuntut cerai suaminya.Terkadang 
dalam membangun bahtera rumah tangga yang diharapkan bahagia malah 
justru sebaliknya pernikahan tersebut harus kandas ditengah jalan dan 
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berakhir dengan perceraian. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis cerai yang 
bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut terucap. 
1. Cerai Talak oleh Suami 
 Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu si suami yang 
menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. 
Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, masa saat itu juga 
perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan.
8
 
a. Talak Raj’i 
 Talak thalak raj’i ialah thalak yang memungkinkan suami rujuk 
kepada bekas istrinya tanpa perlu adanya akad nikah baru.Termasuk 
dalam kategori thalak raj’i adalah thalak pertama dan kedua yang 
dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah dicampuri dan bukan atas 
permintaan atas permintaan istri yang disertai dengan uang tebusan 
(iwadl) selama masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah telah 
habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah 
baru. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 229 
b. Talak Bain 
 Thalak bain adalah thalak yang tidak memungkinkan suami rujuk 
kepada bekas istrinya, kecuali dengan adanya akad nikah baru setelah 
istri menikah lagi dan sudah melakukan hubungan suami istri dan 
setelahnya mereka bercerai maka mantan suami tersebut dapat kembali 
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lagi dengan adanya akad nikah baru setelah bekas istri selesainya masa 
iddahnya. Sesuai dengan firman Q.S. Al-Baqarah [2]: 230 : 
                                        
                               
 
….Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), 
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan 
suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 
Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) 
untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada 
kaum yang (mau) mengetahui.(Q.S.Al-Baqarah [2] :230). 
 
Thalak bain ini terbagi menjadi dua pertama, thalak bain sughra 
(talak bain kecil) kedua, thalak bain kubra (besar) yaitu sebagai berikut: 
1) Thalak bain sughra (kecil) 
 Thalak bain sugra ialah thalak satu atau dua yang dijatukan kepada 
istri yang belum pernah digauli, thalak satu atau dua yang dijatuhkan 
kepada istri atas permintaan sang istri dengan adanya pembayaran 
tebusan (iwadl) dan penjatuhan thalak satu atau dua kepada istri yang 
pernah digauli tetapi bukan atas kemauan sang istri dan tidak 
dikenakan pembayaran tebusan (iwadl), setelah habis masa iddahnya. 
2) Thalak bain kubra (besar) 
 Thalak bain kubra adalah ucapan atau perkataan suami untuk 
menjatuhkan thalaq yang ketiga kepada istrinya sehingga suami telah 
terputus dalam hubungan pernikahan dengan istrinya dan tidak dapat 
kembali lagi kecuali istri yang telah dithalaqnya tersebut telah 
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menikah kembali , kemudian terjadi perceraian tanpa adanya rekayasa 
dalam perceraian tersebut tidak boleh direncanakan terlebih dahulu 
sebelumnya. Dalam hal ini telah dijelaskan pula dalam hadits nabi 
riwayat ahmad, abu dawud, thurmudzi, nasa’i dan ibnu majjah dan ali 
memperingatkan: “Allah mengutuklaki-lakii muhallil (mengawini 
perempuan untuk menghalalkan perkawinan kembali dengan bekas 




c. Talak Sunni 
Talak sunni ini adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada bekas 
istrinya ketika suami mengucapkan cerai talak kepada  istrinya dan 
belum adanya hubungan badan kobla dukhul masih suci . 
d. Talak Bid’i 
 Thalak yang diucapkan suami saat istrinya sedang dalam keadaan haid 
atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. Zihar suatu 
ikatan perkawinan dapat putus dikarenakan zihar, zihar merupakan 
kebiasaan di kalangan bangsa arab jahiliah yaitu suami yang 
menjatuhkan thalak kepada istrinya dengan menyerukan atau 
menyamakan bagian tubuh tertentu dalam hal ini adalah bagian 
punggungnya seperti ibunya, berarti memandang mahram yang tidak 
halal untuk dikawini, Suami yang mengatakan demikian kepada 
istrinya berarti ia telah menceraikan istrinya. 






  Untuk menghentikan kebiasaan demikian Allah berfirman 
dalam Q,S. Al-Mujadalah 2-4 bahwa kata-kata tersebut tidak patut 
diucapkan kepada istrinya.Li’an juga dapat memutus suatu ikatan 
perkawinan li’an yaitu tuduhan suami kepada istrinya dengan 
mengucapkan sumpah atau disertai kalam Allah dan menuduh 
istrinya telah berbuat zina dengan lelaki lain padahal tidak 
mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. 
e. Talak Taklik 
 Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa setelah melakukan akad 
nikah suami mengucapkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan 
istri untuk minta dinyatakan telah dithalak suaminya dengan 
pembayaran iwadl. Pada talak taklik, seorang suami akan menceraikan 
istrinya dengansyarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, istri dapat 
mengadukan kepada pengadilan agama atau petugas-petugas lain yang 
ditunjuk apabilapengaduannya dibenarkan, maka istri membayar 
iwadl yang telah ditetapkan, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu 
berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak. 
f. Thalak Dengan Ila’ 
 Dalam hukum Islam juga putusnya suatu perkawinan atau jatuhnya 
thalak kepada istri melalui thalak dengan ila’ yang dimaksud thalak 
dengan ila’ adalah suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan 
suami kepada istrinya untuk tidak mencampuri atau menggauli 
istrinya selama empat bulan atau lebih dengan mengucap asma Allah, 
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atau dengan salah satu sifat-sifatnya. Atau dengang ta’lik yang amat 
sukar terlaksana apabila suami menggauli istrinya, hal ini dijelaskan 
dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Baqarah [2]: 226-227 
2. Gugat Cerai Istri 
Putusan perceraian juga dapat diputus melalui putusan pengadilan 
karna adanya keinginan istri untuk bercerai kemudian mengajukan 
gugatannya kepengadilan agama stempat dan kemudian ditrima oleh 
pengadilan agama sehingga perceraian yang didasari atas kemauan 
dan digugat oleh istri, Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh 
suami, namun terkadang perceraian juga didasari atas kehendak 
keduanya untuk mengajukan gugatan cerai kepengadilan agama. gugat 
cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Perceraian 
yang didasari atas kemauan istri disebut fasakh dan perceraian karena 
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disebut dengan khulu’. 
3. Fasakh 
 Fasakh juga dapat menyebabkan suatu putusnya ikatan 
perkawinanfasakh sendiri menurut bahasa berarti merusakan atau 
membatalkan jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya 
perkawinan ialah merusakan atau membatalkan perkawinan yang telah 
berlangsung. Putusnya suatu ikatan perkawinan karna fasakh atau 
adanya pembatalan perkawinan ini dapat disebabkan karena alasan-
alasan tertentu seperti suami tidak melunasi mahar yang telah 
disebutkan pada saat akad nikah, suami atau istri mengalami penipuan 
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baik memiliki cacat badan atau riwayat sakit dan diketahui setelah 
pernikahan terjadi, meninggalkan istri selama 4 bulan lamnya maka 
pernikahan tersebut diapat dijatuhi fasakh. 
4. Khulu’ 
 Khulu adalah perceraian yang merupakan buah kesepakatan antara 
suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri 
kepada suami atau dengan kata lain khulu adalah thalak yang 
dijatuhkan suami kepada istrinya atas kehendak  istri dengan 
pembayaran sejumlah harta kepada suami. Jumhur fuqaha’ 
berpendapat khulu itu dipandang sesuai dengan thalak bain.Setelah 
terjadinya khulu, maka suami dapat kembali lagi kepada istrinya 
dengan akad nikah baru meskipun istri masih dalam masa 
iddahnya.Berbeda pendapat dengan Imam Ahmad Daud Zhahiiri juga 
dengan Ibn Abbas Utsman dan Umar, mereka berpendapat bajwa 
khulu itu bukan thalak tpi fasakh (meneruskan nikah) menurut 
pendapat kedua ini khulu tidak mempengaruhi bilangan thalak yang 
menjadi hak suami. Terkait dengan hal ini terdapat pada surat Al-
Baqarah [2] 229 : 
                                
                                  
                               




Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan 
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya 
(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 
menebus dirinya.Itulah hukum-hukum Allah.SWT, maka janganlah kamu 
melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 
itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 229) 
 
5. Nusyuz 
 Secara bahasa nusyuz berati seorang perempuan yang durhaka 
terhadap suaminya dengan jalan yang tidak melaksanakan apa yang 
Allah wajibkan padanya, yakni taat pada sang suami, selain haram 
nusyuz mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah. 
6. Syiqaq 
 Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada 
kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan 
demikian, Syiqaq berbeda dengan Nusyuz, yang perselisihannya hanya 
berawal danterjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau 
istri. Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percekcokan, 
danpermusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing 
antarasuami dan istri, perselisihanantara suami dan istri yang 
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B. Tinjauan Pustaka 
 Untuk menghindari adanya pelagiarisme dalam penelitian ini maka 
penelitian ini maka penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya 
yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Mohammad ridwan hakim dalam skripsinya dengan judul : 
Perceraian Karena Faktor Ekonomi Studi Kasus Di Pengadilan 
Agama Indramayu Tahun 2011 penelitian ini dibuat dalam 
rangka memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana strata 
satu pada kampus IAIN Syekh Nurjai Cirebon Fakultas Syari’ah 
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Mohammad ridwan 
hakim dalam penelitian ini meneliti permasalahan yaitu cerai 
gugat yang diajukan istri terhadap suaminya dengan alasan 
rendahnya faktor ekonomi. Dalam penelitian ini mohammad 
ridwan hakim menganalisis dan meninjau pertimbangan hukum 
terhadap putusan yang diberikan hakim pengadilan agama 
indramayu mengenai perkara cerai gugat dengan alasan faktor 
ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat 
perceraian di pengadilan agama indramayu terus meningkat. 
Dengan demikian terlihat jelas bahwa faktor ekonomi terhadap 
perceraian begitu besar. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat 
33 
 
berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di 
kabupaten indramayu pada tahun 2011.
 11
 
2. Muhammad David Aminuddin dalam skripsi nya dengan judul : 
Faktor Ekonomi sebagai alasan perceraian ( studi penafsiran 
hakim dalam perkara cerai gugat no: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg 
Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang Tahun 2013 
penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan 
menempuh gelar sarjana strata satu pada kampus UIN Malik 
Ibrahim Malang fakultas syari’ah program studi al-ahwal al-
syakhsiyah. Dalam penelitian ini Muhammad David Aminuddin 
tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat 
tersebut dalam penelitian ini Muhammad David Aminuddin 
berpendapat bahwa hakim memutus perkara gugat cerai karena 
faktor ekonomi ini karena telah sesuai dengan konsep maqashid 
syari’ah yaitu: menolak kerusakan, yaitu menghilangkan 
kesusahan istri harus didahulukan. Oleh karena itu, perceraian 
sebagai maslahat untuk jalan keluar yang menghilangkan dalam 
menghilangkan kesusahan istri atas permasalahan rumah tangga 
yang tidak mungkin untuk diselesaikan.
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